PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa dalam rangka mengantisipasi terhadap gejolak
kenaikan Nilai Jual Objek Pajak sesuai dengan nilai pasar
dan wupaya untuk meringankan beban masyarakat
terhadap dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, maka
perlu memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e
dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, menyatakan bahwa Bupati
dapat mengurangkan  ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib
Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
2018;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan :

3.

-2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Peraturan Bupati Badung Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2012 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Badung.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



(1)

(2)
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Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara
otomatis kepada Wajib Pajak terhadap besarnya
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

BAB II
PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 2

Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak terhadap
besarnya ketetapan PBB P2.

Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk setiap ketetapan Pajak yang akan dituangkan
dalam SPPT masa Pajak Tahun 2018.

Pasal 3

Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
berdasarkan pengadministrasian penetapan Pajak dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Stimulus terhadap objek PBB P2 yang telah dilakukan
penilaian secara individual mulai Tahun 2017 menggunakan
nilai Ketetapan PBB P2 Tahun 2016 dengan mensimulasikan
dari hasil perhitungan penilaian secara individual.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI BADUNG,

TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 11 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
NIP. 19710901 199803 1 009




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2018

BESARAN STIMULUS PBB P2 TAHUN 2018

NO. KLASIFIKASI KENAIKAN NILAI STIMULUS
JUAL OBYEK PAJAK
A. | Tidak ada kenaikan Ketetapan dinaikkan 10% dari
SPPT 2016
B. | Kenaikan sampai dengan 100% 45 %
C. | Kenaikan > 100% s.d. 200% 65 %
D. | Kenaikan > 200% s.d. 300% 75 %
E. | Kenaikan > 300% s.d. 400% 80 %
F. | Kenaikan > 400% s.d. 500% 85 %
G. | Kenaikan > 500% s.d. 600% 85 %
H. | Kenaikan > 600% s.d. 700% 85 %
[. | Kenaikan > 700% s.d. 800% 90 %
J. | Kenaikan > 800% s.d. 900% Ketetapan dinaikkan 10% dari
SPPT 2016
K. | Kenaikan > 900% Ketetapan dinaikkan 10% dari

SPPT 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA




